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The study focuses on the impact of the Ngawi Green policy on green
entrepreneurial behavior in wood processing SMEs in Ngawi. This study
uses a quantitative method with a questionnaire as a method of collecting
data. The number of respondents in this study was 150 Wood Industry SMEs
in Ngawi who have business licenses. This study discusses the important role
of small and medium enterprises (SMEs) in the wood processing industry in
Ngawi, which employed 20,837 people in 2019 and contributed to regional
economic growth of 22% from 2016 to 2019. This is dominated by wood
processing SMEs, with 8,647 units, compared to other industries such as
food and textiles. In this study there are 2 variables, namely the endogenous
variable (Y) Green Entrepreneurial Behavior of SMEs and the exogenous
variable (X) Policy Targets. The results of the study indicate that policy
targets have a positive and significant influence on the realization of green
entrepreneurial behavior in wood industry SMEs in Ngawi.

Abstrak

Penelitian fokus pada dampak kebijakan Ngawi Hijau terhadap perilaku
kewirausahaan hijau pada UKM pengolahan kayu di Ngawi. Penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner merupakan metode dalam
mengumpulkan data. Jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 150
pelaku UMKM Industri Kayu di Ngawi yang memiliki izin usaha. Penelitian
ini membahas peran penting usaha kecil menengah (UMKM) dalam industri
pengolahan kayu di Ngawi, yang mempekerjakan 20.837 orang pada tahun
2019 dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 22%
dari tahun 2016 hingga 2019. Hal ini dominasi UMKM pengolahan kayu,
dengan 8.647 unit, dibandingkan dengan industri lain seperti makanan dan
tekstil. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu variabel endogen (Y)
Perilaku Kewirausahaan Hijau UMKM dan variabel eksogen (X) Sasaran
Kebijakan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran kebijakan memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap perwujudan perilaku kewirausahaan
hijau pada pelaku UMKM industri kayu di Ngawi.
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1. PENDAHULUAN

Kegiatan UMKM Industri dari barang dari kayu dan sejenisnya di Kabupaten Ngawi memiliki peran
penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Ini ditandai dengan jumlahnya yang besar dan
serapan tenaga kerjanya yang tinggi yakni sebesar 20.837 orang pada tahun 2019 (BPS Kabupaten Ngawi,
2020). Diukur dari kontribusinya terhadap PDRB atas dasar harga konstan, industri pengolahan di kabupaten
Ngawi sumbangan relatifnya terus meningkat, dari yang sebelumnya Rp.992.044,4 milyard pada 2016
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menjadi Rp.1.207330,5 miliar pada 2019 (BPS Kabupaten Ngawi, 2020). Nilai kontribusinya bertumbuh 22
persen dalam kurun tiga tahun. Berdasarkan data dalam tabel 1.5, UMKM yang bergerak dalam lapangan
usaha industri pengolahan di Ngawi mayoritasnya berada pada industri barang dari kayu dan sejenisnya
dengan total unit usaha mencapai 8.647 unit pada 2019. Kalau dibandingkan dengan jenis usaha lain yang
juga ada dalam industri pengolahan, seperti industri makanan dan tekstil, jumlah UMKM di industri
pengolahan kayu sangat dominan. Dengan demikian, UMKM yang bergerak dalam industri pengolahan kayu
berperan sangat sentral dalam pertumbuhan perekonomian Ngawi, khususnya industri pengolahan.

Di antara sub kelompok kegiatan UMKM Industri tersebut, UMKM Industri pengolahan kayu
diketahui sebagai penyumbang terbesar, baik dalam hal jumlah pelaku usaha maupun nilai kontribusinya
terhadap ekonomi daerah Ngawi. Oleh karena itu, capaian pertumbuhan PDRB UMKM industri pengolahan
Ngawi yang mencapai double digit —yakni, bertumbuh 22 persen dalam periode 2016 sampai dengan
2019—tentu tidak dapat dilepaskan dari peran UMKM Industri pengolahan kayu tersebut .Lebih jauh dapat
dikatakan bahwa capaian itu sebagian besarnya dikontribusikan oleh sektor UMKM Industri pengolahan
kayu yang ada di Ngawi.

Akan tetapi, perkembangan industri UMKM pengolahan kayu juga memberi konsekuensi negatif
terhadap kondisi lingkungan dalam bentuk penebangan kayu yang dilakukan secara kurang bertanggung
jawab. Akibatnya, kondisi hutan menjadi gundul dan luas daerah rawan longsor meningkat hingga
diperkirakan sudah mencapai 2.2 ribu hektar lahan yang kritis pada 2015 berdasarkan peta penutupan lahan
Kabupaten Ngawi periode 1997 — 2015. Akibat lain dari semakin rusaknya hutan adalah berkurangnya
daerah resapan air yang membuat sejumlah daerah di Ngawi lebih rentan terkena banjir. Secara keseluruhan,
pola pemanfaatan sumberdaya yang tidak berwawasan lingkungan mengakibatkan terjadinya kerusakan lahan
secara masif di Ngawi. Kondisi degradasi lingkungan yang terjadi ini membuat daya dukungnya terhadap
pembentukan kehidupan yang lestari semakin menurun. Kondisi ini tidak hanya akan mengancam kelestarian
alam, tapi juga kehidupan mahkluk hidup seluruhnya, termasuk manusia.

Mengantisipasi kerusakan yang lebih parah, pemerintah Ngawi merancang dan melaksanakan
kebijakan konservasi lingkungan yang disebut “Ngawi Hijau”. Tujuan dari penerapan kebijakan Ngawi Hijau
adalah untuk memulihan kualitas lingkungan —termasuk kawasan hutan— melalui upaya konservasi dan
pemanfaatan lingkungan yang lebih berwawasan lingkungan (pro environment) untuk kepentingan jangka
panjang. Hanya saja, sekalipun secara kontekstual kebijakan green economy ini penting, tapi dari berbagai
macam studi sebelumnya, kebijakan green economy seringkali bersifat mutually exclusive dengan
kepentingan usaha, khususnya UMKM yang kemampuannya dalam mengadaptasi kebijakan relatif rendah
(Szabo, 2013; Demetia, 2013; Helmi et al., 2012; Zamron, 2015). Sehingga, meskipun terbukti berhasil
memulihkan kerusakan lingkungan, tetapi keberadaannya dapat menyulitkan, bahkan mematikan, kegiatan
usaha kecil (Shariff et al. 2013). Pelaksanaan kebijakan hijau (green policy) yang dapat mematikan kegiatan
usaha kecil seringkali membuat model kebijakan hijau ini ditolak oleh subyek yang menjadi sasarannya.
Akibatnya, perubahan perilaku pada target atau kelompok sasaran yang diharapkan muncul dari pelaksanaan
suatu kebijakan menjadi tidak terwujud (Purwanto, 2012; Kartodihardjo, 2017). Maka, dibutuhkan melakukan
suatu kajian menganalisis hubungan antara pelaksanaan kebijakan yang berorientasi lingkungan (green
policy) terhadap perubahan perilaku usaha dari pelaku UMKM, dan dampaknya terhadap kelestarian
lingkungan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisa statistik dan pendekatan deskriptif.
Metode ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan publik, khususnya dalam
konteks pengaruh sasaran implementsi kebijakan Ngawi hijau terhadap perilaku kewirausaahaan hijau
UMKM pengolahan kayu di Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel
endogen () Perilaku kewirausahaan Hijau UMKM dan variabel eksogen (X) Sasaran Kebijakan.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengna pengukuran menggunakan
skala likert. Responden dalam penelitian ini sebanyak 150 pelaku UMKM Industri Kayu yang berlokasi di
kabupaten Ngawi yang memiliki izin usaha. Analisis data deskriptif penelitian juga dilakukan untuk memberi
gambaran umum berkenaan dengan karakteristik sampel penelitian dengan menampilkan informasi statistik
dasar berupa mean, median, modus, distribusi frekuensi, histogram, dan kategori responden untuk tiap-tiap
variabel penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan path analysis dengan varian indirect-only mediation. Pendekatan ini
mengasumsikan tidak ada dampak langsung variabel eksogen (bebas) terhadap variabel endogen (terikat).
Dalam hal ini, variabel eksogen hanya akan mempengaruhi variabel endogen melalui variabel mediasi.
Pendekatan ini sangat sesuai dengan kebutuhan penelitian, yang berdasarkan kerangka teoretisnya, tidak
mengandaikan adanya hubungan langsung antara variabel sasaran kebijakan, kemampuan kelompok UMKM,
sumberdaya UMKM, insentif dan faktor keamanan terhadap ketersediaan sumberdaya kayu. Kelima variabel
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ini hanya akan mempenga-ruhi kondisi lingkungan hidup melalui penerapan praktek kewirausahaan hijau
lewat implementasi kebijakan Ngawi Hijau. Secara prosedural, tahapan analisis path analy-sis dengan varian
indirect-only mediation adalah Pengembangan Model Teoretis, Pengembangan Konstruk Model
Empirik Penelitian, Estimasi Model. Secara formal, model empiris penelitian ini dapat ditulis sebagai
berikut:

PKH; =ap+aSK; +U

Keterangan:
PKH; = Perilaku Kewirausahaan Hijau
SK; = Sasaran Kebijakan

3. PEMBAHASAN

Hasil analisis statistik deskriptif penelitian menunjukkan mayoritas pelaku usaha UMKM Industri
Kayu di Ngawi adalah laki-laki dengan jumlah 111 orang, atau sekitar 74 persen dari total responden.
Sementara, perempuan hanya 39 orang (24 persen). Kondisi ini wajar mengingat sebagian pekerjaan dalam
industri kayu bersifat ‘kasar’ dan memerlukan tenaga yang besar untuk menebang, memotong, dan mengukir
bahan baku kayu. Ditinjau dari usia, mayoritas pelaku usaha UMKM Industri Kayu di Ngawi berusia 41 — 50
tahun dengan 59 orang (39.4 persen dari total responden), diikuti oleh kelompok usia 51 — 60 tahun dengan
36 orang (24 persen), dan kelompok usia 31 — 40 tahun dengan 35 orang (23.3 persen). Dari tingkat
pendidikan, mayoritas pelaku UMKM yang menjadi responden penelitian ini berpendidikan SMA (43.3
persen). Diikuti SMP (27.3 persen), Sarjana (15.4 persen), dan SD (8 persen). Secara rata-rata, tingkat
pendidikan mayoritas pelaku UMKM industri kayu di Ngawi lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat
pendidikan pelaku UKM nasional, yakni 60-70 persen berpendidikan SD dan SMP (BPS, 2021). Sementara
itu, dari sisi lama usaha, mayoritas pelaku UMKM yang menjadi responden penelitian ini memiliki
pengalaman 21 — 30 tahun (43.7 persen). Diikuti 11-20 tahun (27 persen), 31-40 tahun (15.4 persen) dan 1-10
tahun (8 persen). Hal ini tentu sangat terkait dengan usia responden yang mayoritasnya berada dalam rentang
41-50 tahun (39.4 persen) dan 51-60 tahun (24 persen).

Deskripsi variabel Perilaku Kewirausahaan Hijau (PRKHJ) dievaluasi berdasarkan empat dimensi,
yakni (1) Ad hoc Entrepreneur, 2) Innovative Opportunist, 3) Ethical Maverick, dan 4) Visionary Champion.
Ad Hoc Entrepreneur merupakan jenis wirausaha hijau yang sifatnya aksidental. Motivasi dari pelaku usaha
kelompok ini tidaklah didorong oleh nilai-nilai, akan tetapi jaringan personal, keluarga dan pertemanan.
Innovative opportunist adalah jenis wirausaha hijau karena alasan finansial. Dalam hal ini, pelaku usaha
mendapati adanya peluang finansial yang menarik dengan menjalankan perilaku kewirausahaan hijau.
Umumnya kelompok innovative opportunist lebih didorong oleh keberadaan perangkat keras, seperti aturan.
Ethical maverick merupakan jenis wirausaha hijau yang sudah memiliki orientasi terhadap keberlanjutan
(sustainability orientation). Adapun yang terakhir, visionary champion, adalah kelompok wirausaha hijau
paling ideal. Dalam hal ini, wirausaha visionary champion telah mempunyai orientasi keberlanjutan dan
transformasi lingkungan, lebih didorong oleh kesadaran atau visi pelestarian dan pemanfaatan lingkungan
secara berkelanjutan. Temuan deskriptif berkaitan dengan empat dimensi variabel di atas dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:

Tabel 1. Nilai Rata-Rata dan Kategori Dimensi Variabel PRKHJ

. . Butir Jum No Rerata Rerata Skor .
Variabel Indikator Perny | : Skor per . Kategori
ah Butir ! per Indikator
ataan Butir
Ad hoc Y.1l.1 4.03 L
Entrepreneur L2 2 Y.1l.2 4.33 4.18 Tinggi
Y.1.3 4.16
Innovative 3,4 Y14 4.30 L
Opportunist | 5 ’6 ’7 5 Y.1.5 4.03 4.23 Sangat Tinggi
Perilaku e Y.1.6 4.33
Kewirausahaan Y.17 4.33
Hijau . Y.1.8 4.30
J Iag\ll((:a?’lick 813 3 Y.1.9 4.23 4.21 Sangat Tinggi
Y.1.10 4.10
Visionary Y.1.11 4.47
Champion l';-liS 3 Y.1.13 4.30 4.39 Sangat Tinggi
' Y.1.15 4.40

Sumber: Data Primer (2024)
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Seluruh dimensi di dalam variabel PRKHJ masuk dalam kategori tinggi dan sangat
tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, pelaku UMKM yang menjadi sampel dalam
penelitian ini mengakui pentingnya upaya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari kegiatan
usaha. Akan tetapi, jika dibandingkan, dimensi visionary champion secara relatif memiliki
nilai rata-rata lebih tinggi daripada ketiga dimensi kewirausahaan hijau yang lainnya. Ini
mengindikasikan bahwa pelaku usaha yang menjadi responden penelitian pada dasarnya telah
mempunyai orientasi keberlanjutan dan transformasi lingkungan yang lebih didorong oleh
kesadaran pelestarian dan pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pelaku
usaha menjelaskan bahwa jaringan industri UMKM kayu mendorong mereka untuk
berpartisipasi dalam kegiatan wirausaha hijau. Para pelaku usaha juga mengaku bahwa mereka
terlibat di dalam forum yang memiliki perhatian terhadap kelestarian lingkungan.

Deskripsi variabel sasaran kebijakan (SAKEB)meliputi dua dimensi, yakni (1) kejelasan sasaran
kebijakan dan (2) relevansi sasaran kebijakan dengan masalah. Kejelasan sasaran kebijakan berkaitan dengan
apakah sasaran kebijakan Ngawi Hijau sudah dituangkan secara jelas dan tegas. Sementara itu, relevansi sasaran
kebijakan dengan masalah berkaitan dengan sejauhmana kontekstualitas kebijakan yang diusulkan. Dalam hal ini,
kebijakan harus dapat merespon kendala daya dukung lingkungan hutan yang menurun akibat pemanfaatan
sumberdaya kayu yang eksploitatif. Temuan deskriptif berkaitan dengan dua dimensi di atas dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:

Tabel 2. Nilai Rata-Rata dan Kategori Dimensi Variabel SAKEB

_ _ Butir . Rerata Rerata '
Variabel Indikator Pernyataan Jumlah |No. Butir |Skor per| Skor per | Kategori
Butir | Indikator
X.1.1 4.03
X.1.2 4.33
X.1.3 4.16
X.1.4 4.30
Kejelasan 1ézé3é4if’ 9 X15 | 413 | 426 ??233}
T X.1.6 4.33
Sasaran X.1.8 4.33
Kebijakan X.1.9 4.23
X.1.11 4.43
X.1.13 4.30
X.1.15 4.40
Relevansi | 150> 1% |5 X116 | 436 | 43 ??23;}
' X.1.17 4.40
X.1.18 4.30

Sumber: Data Primer (2024)

Seluruh dimensi di dalam variabel SAKEB masuk dalam kategori sangat tinggi. Secara umum, pelaku
UMKM yang menjadi sampel dalam penelitian ini merasa bahwa isi dan relevansinya sudah cukup sesuai dengan
masalah lingkungan yang dihadapi. Dalam hal kejelasan isi, pelaku usaha yang menjadi responden penelitian
menerangkan bahwa sasaran yang ingin dicapai telah diuraikan dengan jelas, dan kegiatan-kegiatan yang
dilakukan juga mendukung tercapainya sasaran kebijakan. Sementara itu, dalam kaitannya dengan relevansi,
responden menilai bahwa kebijakan yang dirumuskan sangat relevan dengan ancaman kerusakan lingkungan yang
terjadi di Ngawi, sehingga menurut mereka implementasi kebijakan ini dapat memperbaiki daya dukung
lingkungan.

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data berbentuk distribusi normal atau
tidak. Uji normalitas data dalam studi ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (KS) dengan hipotesis
yang akan diuji sebagai berikut:

Ho : data berdistribusi normal
H: : data tidak berdistribusi normal

Untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi dari suatu data, digunakan ketentuan sebagai
berikut:

a. Jika KS yang diperoleh lebih kecil dari KSys%) maka sampel berasal dari populasi berdistribusi normal.
b. Jika KS yang diperoleh lebih besar dari KSyse maka sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi
normal.
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Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data Persamaan

Standardized Residual

N 150
Normal Parameter Mean 0.000
Std. Deviation 0.985
Most Extreme Differences Absolute
Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z 1.316
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.063

Sumber : data diolah (2024)

Pemakaian statistik parametris mengandaikan, atau mengasumsikan, residual dari model yang dianalisis
membentuk distribusi normal. Proses pengujian persyaratan analisis dalam suatu penelitian merupakan syarat yang
harus dipenuhi agar penggunaan teknis regresi, yang termasuk pada kelompok statistik parametris, dapat
digunakan. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diperoleh nilai signifikansi (2-tailed) 0.063 dan 0.447 (lebih
besar dari 5 persen). Oleh sebab itu, Ho (distribusi residual normal) tidak dapat ditolak. Dengan ini dapat
disimpulkan bahwa nilai residual terstandarisasi menyebar secara normal pada persamaan..

Prasyarat statistik parametris lainnya, yang perlu untuk terpenuhi, adalah sampel penelitian asalnya
harus dari populasi yang mempunyai berbagai varians yang homogen. Untuk mengujinya, studi ini
menggunakan uji Breusch-Pagan. Suatu data dapat disimpulkan berasal dari populasi yang memiliki varians
homogen apabila nilai chi square hitung lebih kecil dari chi square tabel. Adapun hasil uji homogenitas
dengan pendekatan Breusch-Pagan test adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas
Persamaan | Chi-Square Sig
Breusch-Pagan/Cook-Weisberg 19.89 0.000

Sumber : data diolah (2024)

Hasil uji menunjukkan adanya perbedaan kondisi data pada kedua persamaan. Pada
persamaantersebutl, hasil uji menunjukkan ada pelanggaran terhadap asumsi homoskedastik. Untuk
diketahui, pelanggaran terhadap asumsi homo-skedastik pada persamaan tersebut sebenarnya tetap
menghasilkan parameter estimasi yang linier dan tidak bias. Meski begitu, jika tetap dibiarkan, kondisi
heterogenitas ini akan menghasilkan varians —dan juga standar error— parameter estimasi yang tidak
minimum, sehingga estimasi yang dihasilkan menjadi tidak BLUE (Guijarati, 2004). Untuk mengatasi kendala
heteroskedastik tersebut, penelitian ini mengadaptasi teknik estimasi robust standar error dengan estimator
hetero-scedasticity consistent covariance (HC). Berbeda dengan OLS, pada robust standar error perhitungan
varians dari parameter estimasi telah mempertimbangkan kondisi heteroskedastisitas pada data, sehingga
dapat dihasilkan nilai standar error yang lebih tepat dan tidak bias (Gujarati, 2004). Secara empirik, ini telah
dibuktikan oleh studi Adedia, et.al, (2016) yang menunjukkan robust standar error mampu memberi nilai
varians parameter estimasi yang lebih akurat.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi yang terbentuk ada
korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Apabila pada model regresi yang
terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas, maka model regresi tersebut
mengandung gejala multikolinieritas, sehingga estimasinya ada cenderung bias. Gejala multikolinieritas
harus diperhatikan karena bisa mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan pada saat pengujian
hipotesis penelitian.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas
VIF LVIF

Variabel

SAKEB 3.54 0.282
Mean VIF 3.54
Sumber: Data Diolah (2024)

Dari pengujian multikolinieritas didapati bahwa nilai VIF untuk tiap-tiap variabel dan nilai rata-
ratanya lebih kecil dari 10. Ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya gejala multikolinieritas di antara
variabel eksogen penelitian. Sehingga, disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas pada
variabel penelitian.
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Setelah melakukan uji asumsi klasik, tahap berikutnya adalah melakukan pengujian hipotesis
penelitian. Untuk itu, pada bagian awal ini ditampilkan terlebih dahulu ringkasan hasil uji hipotesis penelitian
sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Pengaruh Koefesien t-stat Signifikansi Kondisi Simpulan
Langsung Jalur (Bi)
X terhadap Y 0.201 1.996 0.047 Signifikan Tolak Ho

Sumber: data diolah (2024)
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis uji diterima dengan rincian pembahasan sebagai
berikut:
Hipotesis penelitian ini adalah bahwa sasaran kebijakan yang jelas dan relevan memiliki pengaruh
positif terhadap perilaku kewirausahaan hijau UMKM di Ngawi. Hipotesis statistiknya adalah:
Ha : a; > 0 : Sasaran kebijakan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku kewirausahaan hijau.
Ho : a; = 0: Sasaran kebijakan memiliki pengaruh positif terhadap perilaku kewirausahaan hijau.
Ho ditolak apabila thiwung lebih besar dari tupe.

Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi Pengaruh Sasaran Kebijakan Terhadap Perilaku Kewirausahaan Hijau

Pengaruh Koefesien Jalur _ Uiabel
thltung
x terhadap Y 0,201** 1,996 1,98

Ket:** = sangat signifikan pada taraf 5 persen (thitung = 1,996 lebih besar dari tipe = 1,98)

Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa pengaruh sasaran kebijakan terhadap perilaku kewirausahaan hijau
adalah 0,201 dengan nilai thiwng 1,996 yang lebih besar dari nilai twpe untuk tingkat signifikansi 5 persen, yaitu
1,98. Karena nilai twpe lebih besar dari nilai thing, maka Ho pun ditolak, ini artinya sasaran kebijakan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kewirausahaan hijau di Ngawi.

Hasil uji hipotesis pertama memperlihatkan bahwa sasaran kebijakan memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap perwujudan perilaku kewirausahaan hijau pada pelaku UMKM industri kayu di Ngawi
dengan nilai perolehan koefesien 0.201 dan signfikansi lebih kecil dari 0.05.

Temuan ini membuktikan bahwa sasaran kebijakan publik yang jelas dan relevan merupakan
prasyarat dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif. Sasaran kebijakan publik yang jelas penting karena,
pertama, membuat pelaksana kebijakan dapat memahami isi dan tujuan kebijakan dengan baik, sehingga bisa
mencapai hasil yang diharapkan. Studi yang dilakukan Smit menunjukkan bahwa pemahaman pelaksana atas
isi kebijakan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Meski para pelaksana tidak secara langsung dilibatkan
dalam perumusan kebijakan, pemahaman mereka terhadap kebijakan dapat memberi pengaruh langsung
terhadap implementasi kebijakan. Berdasarkan perspektif top-down theory, sasaran kebijakan yang jelas akan
memandu para pelaksana kebijakan. Model implementasi kebijakan yang dibangun dari pendekatan top-down
theory, yakni model rasional, mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan publik yang efektif itu sangat
dipengaruhi oleh perencanaan dan pengawasan yang baik, sasaran dan misi kebijakan yang jelas, sistem
reward and punishment yang transparan, juga standar dan sistem evaluasi kerja yang baik.

Kedua, sasaran kebijakan yang jelas membuat kelompok yang menjadi target kebijakan dapat

memahami dan menerima, sehingga resistensi terhadap kebijakan menjadi lebih rendah. Secara deskriptif,
cukup jelasnya sasaran kebijakan dibuktikan dengan nilai rata-rata empirik variabel yang lebih tinggi
daripada nilai hipotetiknya. Ini menunjukkan pelaku UMKM yang menjadi responden penelitian merasa
bahwa kebijakan Ngawi Hijau telah memiliki sasaran kebijakan yang jelas.
Persetujuan kelompok sasaran atas isi dan relevansi kebijakan publik menjadi kunci pelaksanaan kebijakan
publik yang efektif. Banyak kasus menunjukkan, tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan publik disebabkan
tingginya penolakan (resistensi) dari kelompok yang menjadi target kebijakan. Berkaitan dengan hal ini,
salah satu kebijakan green economy di Indonesia yang menarik perhatian adalah kebijakan larangan
penggunaan alat tangkap cantrang dan trawl di seluruh wilayah perairan di Indonesia. Kedua jenis alat
tangkap tersebut dilarang penggunaannya karena terbukti telah mengakibatkan kerusakan lingkungan laut
secara masif (Helmi, et al., 2012). Sekalipun penerapan kebijakan ini terbukti berdampak positif terhadap
pemulihan kondisi lingkungan laut, seperti dapat memulihkan kondisi terumbu karang (Satria, 2015);
mengontrol produksi ikan (Zamron, 2015); mengurangi konflik antarnelayan, khususnya konflik yang
disebabkan perbedaan cara produksi (Annisa, et al., 2009). Akan tetapi, penerapannya mendapat penolakan,
khususnya dari pelaku usaha kecil yakni, UMKM yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan.
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4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI
4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan
bahwa sasaran kebijakan, kemampuan kelompok UMKM, sumberdaya UMKM, insentif,
serta keamanan, berperan penting di dalam meningkatkan efektivitas kebijakan, sehingga
dapat mendorong penguatan perilaku kewirausahaan hijau pada pelaku UMKM industri
kayu di Kabupaten Ngawi.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka studi ini menyarankan agar pelaksanaan kebijakan Ngawi
Hijau dapat berjalan efektif, pemerintah daerah Kabupaten Ngawi sebagai regulator dan pelaksana kebijakan
harus memastikan kebijakan ini memiliki sasaran yang jelas.
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